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	RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

INFORMASI ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: 

a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;

b. bahwa dinamika masyarakat yang ditandai oleh intensitas pemanfaatan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika telah membuat kedudukan informasi elektronik menjadi sangat penting;

c. bahwa dinamika masyarakat tersebut juga memiliki akibat meningkatnya kegiatan transaksi elektronik yang diharapkan dapat memajukan pembangunan perekonomian nasional;

d. bahwa untuk mengoptimalkan berbagai dinamika masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika, keberadaan sistem elektronik yang layak dipercaya menjadi faktor yang sangat penting;

e. bahwa berbagai peraturan yang telah ada di Indonesia hingga saat ini belum cukup untuk menyikapi dinamika teknologi telekomunikasi, media, dan informatika;

f. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu adanya pembentukan Undang-Undang tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.

Mengingat:

1. Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Dokumen Perusahaan;

4. Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Elektronik adalah segala macam bentuk dan komponen teknologi yang berhubungan dengan cara atau proses untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan/atau menyampaikan informasi dalam bentuk digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya;

2. Informasi elektronik adalah segala macam data elektronik yang di antaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya; 
3. Sistem elektronik adalah sistem untuk membuat, mengirim, menerima, menyimpan, dan mengolah informasi elektronik.;

4. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua atau lebih sistem elektronik baik yang bersifat tertutup maupun yang bersifat terbuka;

5. Perwakilan elektronik adalah sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis;
6. Data pembuat tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik;

7. Transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan dan atau dihasilkan melalui sistem elektronik;

8. Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang ditujukan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan identitas dan status subjek hukum;

9. Penandatangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan dengan tanda tangan elektronik;

10. Penerima adalah subjek hukum yang menerima suatu informasi elektronik;

11. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan suatu informasi elektronik;

12. Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik adalah subjek hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya yang menyelenggarakan pembuatan tanda tangan elektronik untuk penandatangan dan memastikan identitas dan status subjek hukum penandatangan tersebut selama keberlakuan tanda tangan elektronik.


BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Informasi elektronik dan transaksi elektronik diselenggarakan berdasarkan asas kehatian-hati, itikad baik, legalitas, manfaat, dan netral teknologi.
BAB III

INFORMASI ELEKTRONIK

Pasal 3

Setiap orang tidak boleh menolak keberadaan dari suatu informasi hanya karena berbentuk elektronik.

Pasal 4

Terhadap semua ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli maka persyaratan tersebut telah terpenuhi dalam suatu informasi elektronik hanya jika informasi elektronik tersebut:

a. dapat terjamin keutuhannya

b. dapat diakses

c. dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan

Pasal 5

Setiap orang yang menyatakan suatu hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan atas keberadaan suatu informasi elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi elektronik yang ada padanya layak dipercaya.

Pasal 6

Setiap orang yang akan menggunakan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. dilekatkan tanda tangan elektronik;

b. berasal dari sistem elektronik yang layak dipercaya;

BAB IV

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 7

Segala macam teknik, metode, sarana, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik dapat digunakan dan memiliki kedudukan hukum yang sama selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.
Pasal 8

Terhadap semua ketentuan hukum yang mensyaratkan keberadaan sebuah tanda tangan, persyaratan tersebut terpenuhi oleh suatu tanda tangan elektronik jika memenuhi persyaratan dalam pasal 9.

Pasal 9

Penandatangan harus memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang digunakannya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan saja;

b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan;

c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandaan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandaan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidenfitikasi siapa penandatangannya;
f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
l. 
m. 
Pasal 10

(1) Setiap penandatangan berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang layak atas tandatangan elektronik yang digunakannya;
(2) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) di atas berakibat tanda tangan elektronik yang digunakan penandatangan tidak dapat digunakan sebagai salah satu unsur informasi elektronik yang layak dipercaya.
Pasal 11

(1) Penandatangan dapat menggunakan jasa penyelenggara tanda tangan elektronik untuk membuat tanda tangan elektronik.
(2) Penyelenggara tanda tangan elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan penandatangan yang bersangkutan.
Pasal 12

(1) Penyelenggara tanda tangan elektronik harus berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Penyelenggara tanda tangan elektronik asing harus berbadan hukum.

Pasal 13

(1) Penyelenggara tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan 12 wajib menyediakan informasi yang sepatutnya kepada para pengguna jasanya yang meliputi:

a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan;

b. hal-hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data pembuatan tanda tangan elektronik;

c. hal-hal yang dapat menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara tanda tangan elektronik diatur dalam peraturan pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK
Pasal 14

Para pihak yang akan melakukan transaksi elektronik harus sepakat untuk menggunakan sistem elektronik tertentu.

Pasal 15

(1) Kecuali disepakati lain oleh pengirim dan penerima, waktu pengiriman suatu informasi elektronik ditentukan pada saat:

a. informasi elektronik tersebut dialamatkan dengan benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima, sehingga selayaknya memungkinkan penerima bisa menerima informasi elektronik tersebut; dan

b. informasi elektronik tersebut telah masuk ke sistem informasi yang berada diluar kendali pengirim; dan

(2) Kecuali disepakati lain oleh pengirim dan penerima, waktu penerimaan suatu informasi elektronik ditentukan pada saat:

(3) a. 
informasi elektronik memasuki sistem elektronik dibawah kendali penerima;
b. apabila penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik, maka penerimaan terjadi 
pada saat informasi elektronik memasuki sistem informasi yang ditunjuk

Pasal 16

Pengirim maupun penerima masing-masing harus memberitahukan apabila pengirim maupun penerima yang bersangkutan mengetahui bahwa sistem elektronik yang digunakannya tidak dapat mengirimkan atau menerima informasi elektronik.

Pasal 17

(1) Penerima harus memberitahukan kepada pengirim bahwa telah menerima suatu informasi elektronik yang dikirim oleh pengirim dalam bentuk sebagai berikut:

a. tertulis atau informasi elektronik yang dipersamakan dengan tulisan;

b. bentuk lain yang sebelumnya disepakati oleh para pihak yang bersangkutan; 

(2) Ketentuan dalam ayat (1) harus dilaksanakan seketika setelah pesan diterima oleh penerima, kecuali para pihak menentukan lain dalam kesepakatan.

Pasal 18

(1) Pengirim maupun penerima dapat melakukan transaksi elektronik melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau melalui Perwakilan Elektronik;

(2) Segala akibat hukum yang lahir karena pengoperasian Perwakilan Elektronik menjadi tanggung jawab pengirim dan atau penerima;

(3) Ketentuan dalam ayat (2) tidak berlaku apabila dapat dibuktikan bahwa terdapat pihak tertentu yang telah memanipulasi Perwakilan Elektronik tersebut secara melawan hukum sehingga tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 19
(1) Pihak yang menunjuk atau pemilik Perwakilan Elektronik harus memastikan bahwa Perwakilan Elektronik tersebut memberikan kesempatan kepada pihak yang berhubungan dengannya untuk melakukan perubahan terhadap informasi yang hendak disampaikan melalui Perwakilan Elektronik tersebut;

(2) Apabila ketentuan di dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka terhadap transaksi elektronik yang dimaksud, dapat dimintakan pembatalan.

Pasal 20

Setiap pihak yang terkait dalam transaksi elektronik yang mengetahui adanya kesalahan dalam sistem elektronik yang digunakan maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan adanya kesalahan tersebut kepada pihak yang berkepentingan atau yang bertanggungjawab atas sistem elektronik tersebut.

BAB VI

AKUNTABILITAS SISTEM ELEKTRONIK
Pasal 21

Suatu sistem elektronik layak dipercaya apabila sistem elektronik tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban, handal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH
Pasal 22

(1) Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan  penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakan untuk publik.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
a. jaminan keamanan dan kehandalan sistem elektronik;

b. keuangan dan sumberdaya manusia, termasuk aset yang ada;

c. kualitas dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan;

d. prosedur operasi penyelenggaraan sistem informasi

e. ketersediaan informasi bagi para penggunanya

f. kesinambungan dan kelengkapan audit oleh suatu pihak yang independen

g. faktor-faktor lain yang relevan.

h. (3) Ketentuan mengenai pembinaan Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23
Peruntukan dan pemanfaatan sistem elektronik harus mematuhi ketentuan-ketentuan dari instansi yang terkait 




i. 
j. 
k. 
l. 
m. 
n. 
o. 
p. 
q. 
r. 
s. 
Pasal 24

Penyelenggaraan sistem elektronik untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan harus menjamin keterpaduan sistem administrasi pemerintahan.



t. 
u. 
v. 
w. 
x. 
BAB VIII
PEMBUKTIAN

Pasal 25

(1) Pengadilan harus menerima informasi elektronik sebagai alat bukti apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 6 undang-undang ini.

(2) Apabila terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi maka kekuatan pembuktian informasi elektronik tersebut didasarkan pada keyakinan hakim.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA


y. 
z. 
aa. 

Pasal 26

Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses, mengambil, mengubah, menggunakan, menggandakan,  atau melakukan tindakan lain secara tanpa hak terhadap suatu informasi elektronik dan atau sistem elektronik dipidana penjara selama-lama sepuluh tahun dan atau sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Pasal 27

Setiap orang dengan sengaja membuat informasi elektronik yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian pihak lain dipidana selama-lamanya 10 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 28

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan sistem elektronik yang melawan hukum dipidana selama-lamanya 15 tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,-(lima belas miliar rupiah).







(1) 
(2) 
BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 29
(1)
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi penyelenggaraan sistem elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi, media, dan informatika.
(2)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a.
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi, media, dan informatika;

b.
melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi, media, dan informatika;

c.
menghentikan penggunaan alat dan/atau perangkat sistem elektronik yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

d.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

e.
melakukan pemeriksaan alat dan/atau perangkat sistem elektronik yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

f.
menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi, media, dan informatika;

g.
menyegel dan/atau menyita alat dan/atau perangkat sistem elektronik yang digunakan atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi, media, dan informatika.;

h.
meminta bantuan ahIi dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi, media, dan informatika.; dan

i.
mengadakan penghentian penyidikan.

(3)
Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Segala ketentuan perundang-undangan yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ……….

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

       ………………………………………

diundangkan di Jakarta

pada tanggal …………….

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

                       Ttd

……………………………………………………..

LEMBARAN NEGARA NO……….. TAHUN ……………….
	PENJELASAN

A. UMUM

Pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika (telematika) telah membawa pengaruh terhadap dinamika masyarakat secara global. Fenomena tersebut menjadi semakin signifikan dewasa ini, mengingat jumlah penggunanya yang selalu bertambah secara eksponensial dan jangkauan penggunaannya yang meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat. Kondisi yang demikian pada satu pihak membawa manfaat bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena tersebut dapat memicu lahirnya berbagai bentuk konflik di masyarakat sebagai akibat dari penggunaan yang tidak bertanggungjawab.

Pemanfaatan telematika tidak dapat dilepaskan dari keberadaan informasi elektronik. Selain itu, fenomena tersebut secara nyata telah membawa kontribusi besar terhadap perubahan dalam kegiatan perniagaan. Kegiatan perniagaan yang semula dilakukan secara konvensional dengan berbasiskan media kertas, kini semakin bergeser ke media elektronik. Perubahan metode ini telah menunjukkan tendensi sebagai metode perniagaan yang akan mendominasi sistem perniagaan baik dalam lingkup nasional maupun internasional di masa depan. Dengan demikian, perannya akan sangat penting bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian bangsa Indonesia.

Secara harfiah terminologi perniagaan secara elektronik atau lazim disebut sebagai e-commerce adalah sesuatu yang relatif baru dikenal. Akan tetapi, dalam prakteknya e-commerce sebenarnya telah berjalan di Indonesia dalam berbagai varian.  Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penggunaan teknologi Electronic Data Interchange (EDI) dan Electronic Funds Transfer (EFT), yang kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan Credit Cards, Automated Teller Machines, dan Telephone banking dalam berbagai kegiatan perniagaan di Indonesia. 

Dalam kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya, makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu. Padahal, dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Hal ini tentu saja terdapat pengecualian dalam konteks hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak, sebab dalam konteks tersebut perbuatannya sudah ditentukan oleh hukum, yaitu harus dilakukan secara “terang” dan “tunai”. 

Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau Internet. Dalam lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri, yang akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan.

Untuk mengoptimalkan berbagai dinamika masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan telematika ini, sehingga membawa faedah yang lebih besar bagi bangsa Indonesia, maka perlu upaya untuk memberikan landasan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi elektronik melalui pembentukan undang-undang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum yang lebih tegas, sehingga pengaturan yang telah ada sebelumnya tetap dapat selaras dengan dinamika masyarakat dan memberikan suatu acuan yang praktis bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang lahir berkaitan dengan transaksi elektronik.

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

a. Memfasilitasi sistem informasi dan sistem komunikasi elektronik dengan kepastian kehandalan dan keamanan penyimpanan data elektronik serta pertukaran data elektronik.

b. Menghilangkan segala keraguan atas legalitas transaksi yang dilakukan secara elektronik

c. menjaga kepentingan umum dengan menjaga keamanan dan kerapihan aspek administrasi dan prosedural terhadap penyelenggaraan sistem elektronik baik yang diselenggarakan baik untuk kepentingan privat maupun untuk kepentingan publik.

d. mewujudkan lingkungan elektronik yang aman dan terpercaya yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional;

e. 
f. 
g. 
h. 
i. memberikan landasan bagi peraturan perundang-undangan lain yang mengizinkan atau mengharuskan penggunaan transaksi secara elektronik

B. PASAL DEMI PASAL

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Cukup Jelas

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas kehati-hatian berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam menyelenggarakan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;

Asas legalitas berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik mendapatkan pengakuan hukum dalam pengadilan;

Asas manfaat berarti bahwa penyelengaraan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Asas netral teknologi berarti penyelenggaraan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.

BAB III

INFORMASI ELEKTRONIK
Pasal 3

Yang dimaksud informasi dalam hal ini dapat berupa catatan elektronik, dokumen elektronik, kontrak elekronik, surat elektronik, tanda tangan elektronik dan sebagainya. Juga meliputi informasi elektronik tertentu yang merupakan rujukan dari suatu informasi elektronik.

Pasal 4

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakekatnya informasi dapat dituangkan dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan   yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat lagi dibedakan dengan salinannya. 

Pengertian telah terpenuhi dalam pasal ini pada dasarnya tidak secara serta merta terjadi, melainkan tetap memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang terkait dengan informasi tertulis tersebut. Yang dimaksud dengan butir:

a. yaitu bahwa pesan yang dimaksud dalam informasi elektronik tersebut tidak berubah isinya dalam proses penyimpanan, pengiriman, penerimaan, dan tampilannya.;

b. yaitu bahwa informasi elektronik tersebut dapat diitelusuri keberadaannya.;

c. yaitu bahwa informasi elektronik tersebut memiliki makna  tertentu atau menjelaskan isi atau susbstansi yang dimaksud oleh penggunanya.

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu informasi elektronik dapat digunakan sebagai alas hak
Pasal 6

Cukup Jelas.

BAB IV

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 7

Tanda tangan elektronik yang dimaksud dalam pasal ini  termasuk penggunaan infrastruktur kunci publik, bio metrik, kriptografi simetrik, dan sebagainya.
Pasal 8

Tanda tangan elektronik yang dilekatkan pada suatu informasi elektronik, pada dasarnya memiliki fungsi yang sama dengan tanda tangan yang secara konvensional digunakan dalam informasi tertulis. Oleh karena itu, selama tanda tangan elektronik yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini maka akibat hukumnya dapat disetarakan dengan tanda tangan konvensional.


Pasal 9

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. Dengan demikian, pasal ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa saja untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.


Pasal 10

(4) Yang dimaksud perlindungan yang layak artinya setiap penandatangan harus:

a. waspada terhadap penggunaan tidak sah dari data pembuatan tanda tangan oleh orang lain

b. tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara-cara lain yang layak dan sepatutnya, harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada tergantung pada pihak yang pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:

1. penandatangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan telah dibobol; atau

2. keadaan yang diketahui oleh penandatangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan;

c. manakala sebuah sertifikat digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, memastikan kebenaran dan keutuhan dari semua informasi yang disediakan penandatangan yang terkait dengan sertifikat selama daur sertifikat itu atau yang akan dimasukkan dalam sertifikat.

(5) Cukup Jelas.

Pasal 11

(1) Yang dimaksud dengan dapat dalam pasal ini artinya siapa saja tidak terikat kepada penyelenggara tanda tangan elektronik untuk membuat tanda tangan elektronik. 
(2) Cukup Jelas.
Pasal 12

(1) Cukup Jelas.

(2) Cukup Jelas.

Pasal 13

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah informasi yang minimal harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara tanda tangan elektronik. 
(2) Cukup Jelas.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 14

Konteks sepakat dalam pasal ini juga mencakup kesepakatan mengenai prosedur-prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan. Ketentuan dalam pasal ini mengacu kepada kaidah-kaidah hukum tentang perikatan.
Pasal 15

Cukup Jelas.
(1) Cukup Jelas.

Pasal 16
Dalam hal tertentu sekiranya suatu sistem elektronik tidak dapat bekerja, sementara pada saat yang bersamaan suatu informasi elektronik harus disampaikan oleh para pihak, maka baik pengirim maupun penerima yang bersangkutan harus segera mengupayakan untuk menyampaikan hal tersebut dengan cara apapun. 
Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa kegagalan atau tidak bekerjanya suatu sistem elektronik, tidak dapat secara serta merta dinyatakan sebagai suatu keadaan yang berada di luar kendali para pihak (force major).
Pasal 17
(2) Cukup Jelas.

(3) Cukup Jelas.



Pasal 18

(4) Yang dimaksud dengan dikuasakan dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam suatu surat kuasa.

(5) Cukup Jelas.

(6) Pihak tertentu yang dimaksud dapat berasal baik dari pengirim, penerima, maupun dari pihak selain pengirim dan penerima.

Pasal 19

(7) Yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah menyediakan suatu teknik, metode, atau sarana kepada pengguna Perwakilan Elektronik tersebut untuk dapat memperbaiki sekiranya terjadi suatu kesalahan dalam pengisian informasi yang hendak disampaikan.
(8) Informasi yang salah dengan sendirinya tidak bernilai secara hukum.

Pasal 20

Sistem elektronik yang dimaksud dalam pasal ini meliputi segenap komponen sistem elektronik, baik perangkat keras, perangkat lunak, data, maupun prosedurnya. 
BAB VI

AKUNTABILITAS SISTEM ELEKTRONIK
Pasal 21

Yang dimaksud dengan dapat dimintakan pertanggungjawaban artinya ada subjek hukum yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Handal artinya sistem elektronik tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. 
Aman artinya sistem elektronik tersebut terlindungi baik secara fisik maupun non fisik.
Beroperasi sebagaimana mestinya artinya sistem elektronik tersebut memiliki kemampuan sesuai spesifikasinya.
BAB VII

PERAN PEMERINTAH
Pasal 22
(9) Yang dimaksud pembinaan dalam pasal ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menunjang penyelenggaraan sistem elektronik yang terpercaya. Yang dimaksud dengan sistem elektronik yang diselenggarakan untuk publik adalah sistem elektronik yang mengelola data publik.. 
(10) Cukup Jelas.
(11) Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Yang dimaksud dengan keterpaduan sistem administrasi pemerintahan adalah bersifat sektoral maupun lintas sektoral baik pusat maupun daerah. 
BAB VIII
PEMBUKTIAN
Pasal 25
(1) Pasal ini tidak membuat suatu alat bukti baru melainkan hanya mengangkat keberadaan dan keberlakuan informasi elektronik sehingga dapat disetarakan dengan informasi di atas kertas.
(2) Yang dimaksudkan dengan keyakinan hakim adalah pertimbangan hakim dengan memperhatikan semua informasi yang ada berdasarkan substansinya. 
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 29

Cukup Jelas.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Cukup Jelas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Cukup Jelas.







a. 
b. 
c. 














